. ge o ye o _ e Volume 7 Nomor 1, January 2024
Jurnal Pendidikan Multidisipliner ISSN: 27340488

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI INDONESIA

Muhammad Ikhwan?, Retno windarti?
Email: ikhwan.nimaOZ@gmaiI.coml, retnowindarti41@gmaiI.com2

Universitas Dharmas Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini mendalami peran sistem hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi tindak
pidana. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini secara khusus mengidentifikasi dan menganalisis
tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum dalam menjalankan fungsinya. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antarlembaga menjadi hambatan sentral,
mempengaruhi sinergi dan efektivitas penanganan kasus pidana. Selain itu, kompleksitas proses
hukum juga teridentifikasi sebagai faktor yang dapat memperlambat akses keadilan. Meskipun
kerangka hukum pidana di Indonesia sudah ada, evaluasi mendalam diperlukan untuk
menyederhanakan proses hukum dan meningkatkan efisiensi. Studi kasus dalam penelitian ini
memperlihatkan kelemahan dalam penanganan kasus-kasus tertentu, seperti kasus korupsi dan
narkotika, yang memerlukan perhatian khusus dalam penguatan kapasitas penyidik dan koordinasi
antarlembaga. Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sistem
hukum pidana di Indonesia, memberikan landasan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.
Implikasi kebijakan termasuk perlunya reformasi untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga,
penyederhanaan proses hukum, dan peningkatan kapasitas penyidik. Temuan ini dapat memberikan
kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan perbaikan sistem hukum pidana di tingkat nasional.
Kata Kunci : Sistem Hukum Pidana, Penegakan Hukum, Koordinasi Antarlembaga, Proses Hukum,
Kelemahan Penanganan Kasus

ABSTRACT

This research explores the role of the criminal law system in Indonesia in tackling criminal acts.
Through a qualitative approach, this research specifically analyzes and analyzes the main challenges
faced by law enforcement agencies in carrying out their functions. The research results show that the
lack of coordination between institutions is a central obstacle, affecting the synergy and effectiveness
of handling criminal cases. Apart from that, the complexity of the legal process was also identified as
a factor that could slow down access to justice. Although the criminal law framework in Indonesia
already exists, in-depth evaluation is needed to bring legal processes and increase efficiency. The
case studies in this research reflect weaknesses in the handling of certain cases, such as corruption
and narcotics cases, which require special attention in strengthening investigator capacity and inter-
institutional coordination. This research provides an in-depth understanding of the dynamics of the
criminal law system in Indonesia, providing a basis for further improvement and development. Policy
implications include the need for reforms to improve inter-agency coordination, simplify legal
processes, and increase investigator capacity. These findings can make a significant contribution to
the understanding and improvement of the criminal law system at the national level.

Keywords: Criminal Law System, Law Enforcement, Inter-Agency Coordination, Legal Process,
Weaknesses in Case Handling
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PENDAHULUAN

Pada beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami perubahan sosial, ekonomi,
dan teknologis yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan urbanisasi tinggi
membawa dampak pada pola kejahatan di masyarakat. Fenomena ini menimbulkan
kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi respons sistem hukum pidana terhadap dinamika
kejahatan yang berkembang. Keadaan ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk
mengevaluasi dan mengkaji kembali sistem hukum pidana di Indonesia agar dapat efektif
menanggulangi ancaman kejahatan yang semakin kompleks. Tingkat kejahatan yang
meningkat mengindikasikan bahwa penegakan hukum pidana mungkin menghadapi
tantangan serius dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Sutanto, 2018). Oleh
karena itu, penelitian ini diinisiasi untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang
respons sistem hukum pidana terhadap perubahan dinamika kejahatan yang terjadi di
masyarakat.

Selain itu, melibatkan berbagai pihak terkait, seperti penegak hukum, ahli hukum, dan
pembuat kebijakan, sangat penting untuk mendukung pengembangan sistem hukum pidana
yang responsif dan efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan
pengetahuan yang kuat untuk membantu perbaikan kebijakan, pembentukan undang-undang
baru, dan peningkatan strategi penegakan hukum di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang
peran dan efektivitas sistem hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana.
Melalui analisis kasus-kasus konkret dan pandangan dari para ahli hukum, penegak hukum,
serta pihak terkait lainnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama
dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang memungkinkan
pemahaman mendalam tentang respons sistem hukum pidana terhadap perubahan dinamika
kejahatan. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen hukum, studi kasus tindak
pidana, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Analisis tematik digunakan untuk
mengidentifikasi pola-pola tematik dan makna yang muncul dari data yang terkumpul.
Dengan kombinasi pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan
yang komprehensif tentang efektivitas sistem hukum pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami
secara mendalam dan kontekstual tentang peran sistem hukum pidana di Indonesia dalam
menanggulangi tindak pidana. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang untuk
menggali pandangan, persepsi, dan pengalaman para pelaku hukum, serta konteks sosial dan
budaya yang mempengaruhi implementasi hukum pidana (Creswel, 2014).
Langkah-langkah Metode:
1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode, termasuk analisis dokumen hukum,
studi kasus tindak pidana, dan wawancara dengan para ahli hukum, penegak hukum, dan
pihak terkait lainnya. Analisis dokumen hukum melibatkan pemahaman mendalam
terhadap undang-undang, regulasi, dan kebijakan terkait hukum pidana di Indonesia.
2. Studi Kasus
Studi kasus digunakan untuk menyelidiki secara rinci kasus-kasus tindak pidana tertentu
yang mencerminkan berbagai aspek sistem hukum pidana. Studi kasus dipilih berdasarkan
signifikansi, kompleksitas, dan relevansi dengan tujuan penelitian.
3. Wawancara
Wawancara dilakukan dengan key informants, seperti ahli hukum, jaksa, polisi, dan
praktisi hukum lainnya. Wawancara dirancang untuk mendapatkan perspektif langsung
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dari mereka yang terlibat dalam penegakan hukum pidana, serta memahami pandangan
mereka terhadap perubahan yang terjadi.
4. Analisis Tematik
Data yang terkumpul dianalisis secara tematik. Proses analisis ini melibatkan identifikasi
pola-pola tematik, hubungan, dan makna yang muncul dari data, baik dari analisis
dokumen, studi kasus, maupun wawancara .
5. Keunggulan Pendekatan Kualitatif
Pendekatan kualitatif memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang
kompleks dan kontekstual dalam sistem hukum pidana. Keunggulan pendekatan ini
terletak pada kemampuannya untuk memberikan wawasan mendalam, memahami
kompleksitas fenomena hukum, dan memperkaya interpretasi hasil penelitian (Bungin,
2011).
Melalui kombinasi metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
gambaran yang holistik dan akurat tentang sistem hukum pidana di Indonesia serta tantangan
dan peluang dalam menanggulangi tindak pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini mengungkapkan sejumlah temuan signifikan terkait dengan peran

sistem hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana. Analisis dokumen
hukum menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah dikembangkan dengan baik,
implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk
kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan kompleksitas dalam proses hukum
(Nasution, 2015). Studi kasus menyoroti beberapa kelemahan dalam penanganan kasus-kasus
tertentu, sementara wawancara dengan para ahli hukum dan penegak hukum memberikan
wawasan mendalam tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum
pidana.

dalam proses
hukum

No | Temuan Analisis
1 | Kurangnya Meskipun kerangka
koordinasi hukum sudah ada,
antara pelaksanaannya
lembaga terhambat oleh
penegak kurangnya
hukum koordinasi antara
kepolisian, jaksa,
dan lembaga
penegak hukum
lainnya.
2 | Kompleksitas | Proses hukum di

Indonesia terkadang
menjadi terlalu
kompleks,
menyebabkan
keterlambatan
dalam penanganan
kasus dan
menurunkan
efektivitas
penegakan hukum.

Kelemahan

Studi kasus
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dalam menunjukkan
penanganan beberapa
kasus-kasus kelemahan dalam
tertentu penanganan kasus
tindak pidana
tertentu, seperti
kasus korupsi dan
narkotika.
1. Kurangnya Koordinasi Antara Lembaga Penegak Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antara lembaga penegak
hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan instansi hukum lainnya, merupakan tantangan utama
dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Keberhasilan penanganan tindak pidana
seringkali terhambat oleh kurangnya komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik antar
lembaga.
Penting untuk diatasi karena: Koordinasi yang buruk dapat menyebabkan tumpang tindih
tugas, informasi yang tidak jelas, dan kurangnya sinergi antarlembaga, sehingga menghambat
efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan (Soerjono, 2019).
Solusi yang diusulkan melibatkan: Penguatan mekanisme koordinasi antarlembaga, pelatihan
bersama, dan penciptaan platform komunikasi yang efisien untuk meningkatkan sinergi dan
memastikan alur informasi yang lancar.
2. Kompleksitas dalam Proses Hukum

Temuan ini menyoroti bahwa kompleksitas dalam proses hukum di Indonesia dapat
menjadi kendala utama dalam penanganan tindak pidana. Proses hukum yang rumit dan
panjang seringkali menghambat akses cepat terhadap keadilan dan dapat melemahkan daya
dorong penegakan hukum.
Penting untuk diatasi karena: Kompleksitas proses hukum dapat menciptakan hambatan
berupa keterlambatan dalam pengadilan, meningkatkan biaya hukum, dan menurunkan
kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan (Kusuma, 2020).
Solusi yang diusulkan melibatkan: Evaluasi mendalam terhadap proses hukum yang ada
dengan fokus pada penyederhanaan, pengurangan birokrasi, dan peningkatan efisiensi untuk
memastikan keadilan yang cepat dan efektif.
3. Kelemahan dalam Penanganan Kasus-Kasus Tertentu

Studi kasus yang dilibatkan dalam penelitian ini menunjukkan adanya kelemahan
dalam penanganan kasus-kasus tertentu, seperti korupsi dan narkotika. Kelemahan ini
melibatkan aspek-aspek seperti kekurangan bukti yang kuat, masalah dalam rantai bukti, dan
kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum terkait (Mardani, 2017).
Penting untuk diatasi karena: Kelemahan dalam penanganan kasus-kasus krusial dapat
merugikan upaya penegakan hukum dan memberikan sinyal negatif terhadap sistem hukum
di mata masyarakat.
Solusi yang diusulkan melibatkan: Penguatan pelatihan dan kapasitas penyidik, perbaikan
dalam pengumpulan dan pengelolaan bukti, serta peningkatan kerjasama antarlembaga
penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penanganan kasus-kasus tertentu.
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, dapat diambil beberapa simpulan
penting terkait dengan sistem hukum pidana di Indonesia. Koordinasi yang lemah antara
lembaga penegak hukum menjadi salah satu hambatan utama dalam efektivitas penanganan
tindak pidana. Inisiatif untuk meningkatkan komunikasi dan sinergi antarlembaga diperlukan
untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efisien. Kompleksitas proses hukum di
Indonesia dapat menghambat akses cepat terhadap keadilan. Evaluasi mendalam terhadap
proses hukum yang ada perlu dilakukan untuk memastikan keadilan yang lebih efektif dan
efisien. Kelemahan dalam penanganan kasus-kasus tertentu, seperti korupsi dan narkotika,
menunjukkan perlunya perbaikan dalam kapasitas penyidik, pengumpulan bukti yang lebih
kuat, dan koordinasi yang lebih baik antarlembaga.
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